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WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 335 TAHUN 2014

TENTANG

KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

WALIKOTA PADANG,

bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas dan
mendekatkan  pelayanan  kepada — masyarakat, perlu
mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah
terdepan dalam memberikan pelayanan publik;

bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud
pada hurul a dan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan, perlu menetapkan Kecamatan Sebagai
Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Dacrah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 39
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemernntah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daersh

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Kenangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelayanan
Publik;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomeor 26 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi
dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretanat Daerahi
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13};

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota
Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 {Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1 };

Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan (Berita
Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomeor 56);

Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat
(Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh Sebagai Penyelenggara
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
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Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan.

Pembinaan dan  pengawasan  penyelenggaraan  pelavanan
administrasi terpadu kecamatan dilaksanakan oleh Tim Teknis
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,

Segala blaya vyang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Tahun Anggaran 2014,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Aﬁgﬁ{us 2014

W OTA PADANG,

DI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Kota Padang

2. Kepala DPKA Kota Padang

3. Yang bersangkutan.

4. Arsip



